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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya persaingan merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak 

aspek positif. Jika dilihat dari sisi ekonomi, persaingan merupakan sarana untuk 

melindungi para pelaku usaha terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, sehingga 

kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. 

Namun apabila persaingan dilakukan secara tidak sehat dan terjadi praktik 

monopoli akan menjadikan beberapa pelaku usaha merasa dirugikan maka 

persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena dapat menghambat perkembangan 

ekonomi itu sendiri.  

Guna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat, terbuka dan dicita- 

citakan oleh banyak pelaku usaha, maka diperlukan kebijakan persaingan usaha. 

Penting dan perlunya kebijakan persaingan usaha dimiliki oleh suatu negara 

bertujuan untuk meminimalkan rendahnya nilai perekonomian yang diakibatkan 

oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan 

berkeinginan melakukan praktik monopoli seenaknya.  

Dalam tatanan global ketika menjalankan kegiatan bisnis perlu adanya 

satu panduan yang mempunyai kekuatan daya memaksa agar dapat tercipta iklim 

perekonomian yang kondusif. Demi terciptanya suatu iklim perekonomian yang 

sehat serta kondusif itulah maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 
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5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat sebagai alat untuk mengatisipasi dan mengatasi permasalahan dari adanya 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Dengan adanya Undang-Undang ini dapat memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum untuk para pelaku usaha, sehingga dapat terwujudnya iklim 

ekonomi yang kondusif dan para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, 

sehingga mampu mengantarkan Indonesia dalam kancah globalisasi, karena 

persaingan adalah suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern 

sebagai syarat mutlak terselenggaranya ekonomi pasar.  

Di Indonesia, usaha antisipasi diupayakan dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang 

kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin 

adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, 

pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Aturan ini mengatur beberapa 

perilaku dan kegiatan yang dilarang dan yang dapat mengakibatkan persaingan 

tidak sehat.1 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur beberapa perbuatan 

yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:  

1. Monopoli diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

 
1 Aibdul R Sa ilima in, 2008, Hukum Bisnis untuk P ierusa ihaia in T ieo iri dain Co into ih Kaisus, K ienca ina i 

Pra ina ida i Groiup, Jaika irta i, ha il. 226. 
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2. Monopsoni diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

3. Penguasaan pasar diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

4. Menjual rugi (predatory pricing) diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat  

5. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi (manipulasi biaya) diatur pada 

Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

6. Persekongkolan tender diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

 

Persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan 

kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak 

hal. 2 , dan pengertiannya sendiri tergantung kepada bagaimana pelaku usaha 

menyikapi persaingan tersebut. Mengenai persaingan sendiri, terdapat dalam 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa 

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang 

 
2 Airiie Siswa into i, 2002, Hukum P iersa iinga in Usaiha i, Pien ierbit Gha ilia i Indoiniesiai, Ja ika irta i, ha il.13. 
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dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha”.  

Persaingan usaha tidak sehat ini kini marak terjadi di Indonesia. Salah satu 

masalah mendasar persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses 

pengadaan barang dan/atau jasa.  

Pengadaan barang dan/atau jasa berupa pembangunan infrastruktur 

merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan roda pertumbuhan 

perekonomian masyarakat. Pada lingkup daerah, pembangunan suatu daerah 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan daerah membutuhkan suatu 

pendekatan yang tepat, agar menghasilkan tidak hanya pertumbuhan tetapi juga 

disertai pemerataan. Infrastruktur sangat berperan penting dalam upaya 

peningkatan investasi dan peningkatan jangkauan partisipasi masyarakat, serta 

pemerataan hasil pembangunan. Kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur 

yang semakin meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah 

mengantar pemerintah untuk menyediakan kerangka kerja untuk menarik 

investasi dan partisipasi swasta di dalam proyek infrastruktur. 

Dalam proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum 

sebuah instansi pemerintahan kerap kali dilakukan melalui proses tender. Hal 

tersebut dilakukan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang 

dan/atau jasa dengan harga yang lebih murah, namun dengan kualitas sebaik 

mungkin.  



5 
 

 
 

Pengertian tender atau lelang diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk 

menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa yang seimbang dan memenuhi 

syarat, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait. Oleh 

karena itu, dalam hal ini dikatakan, bahwa tujuan utama pelaksanaan penawaran 

tender adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, 

sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output yang maksimal. 

Meskipun harga sangat minimal atau murah bukan satu-satunya ukuran untuk 

menentukan pemenang dalam pengadaan barang dan/atau jasa. 3  Mekanisme 

penawaran tender menganut asas yang sama dengan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yaitu asas keseimbangan. Tiap pelaku usaha yang 

menjadi peserta tender memiliki kedudukan yang sama dalam mencapai 

kepentingannya.4 

Salah satu substansi yang merupakan bagian kegiatan yang dilarang dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah ketentuan yang mengatur tentang 

persekongkolan tender. Persekongkolan dalam penawaran umum diartikan 

sebagai bentuk perjanjian kerjasama di antara para penawar yang seharusnya 

bersaing, dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. Perjanjian ini 

dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta lelang yang setuju untuk tidak 

mengajukan penawaran, atau oleh para peserta lelang yang menyetujui satu 

peserta dengan harga yang lebih rendah dan kemudian melakukan penawaran 

 
3 Ma irio i Ai. T iedja i, 2013, Piersiekoingkoila in Tiend ier Daila im Pra iktik Moinoipo ili dain P iersa iinga in 

Usa iha i Tida ik Sieha it di Indoin iesia i, Ja ika irta i, hail. 5. 
4 Ibid. 
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dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. 

Ketentuan tentang persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999, dan merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka 

menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung dan menumbuh 

kembangkan kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas serta 

harga yang bersaing di tanah air.  

Di Indonesia, persekongkolan tender mengakibatkan kegiatan 

pembangunan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab dan pemenang tender yang 

bersekongkol mendapatkan keuntungan jauh di atas harga normal, namun 

kerugian tersebut dibebankan kepada masyarakat luas.  

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender 

sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional dan iklim persaingan yang 

sehat, pengaturan masalah penawaran tender tidak hanya diatur dalam Undang-

Undang tentang Pengadaan Barang dan/Jasa saja, tetapi juga diatur dalam Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mengawasi pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pemerintah membentuk suatu lembaga 

independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain, 

yaitu Komisi Pegawas Persaingan Usaha (KPPU).  

KPPU sebagai pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 memiliki tugas di antaranya mengawasi larangan 

persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur Pasal 22 “Pelaku usaha dilarang 
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bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. 

Salah satu contoh kasus yang berhasil dibuktikan oleh KPPU yaitu adanya 

persekongkolan tender atas Perkara Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek 

Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Putusan 

KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022. 

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tender 

proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) 

Tahap III dengan nilai Rp 550 Miliar. Beberapa kontraktor mengikuti proses 

tender tersebut sebagai peserta. Berdasarkan investigasi KPPU, ditemukan adanya 

persekongkolan tender antara panitia tender dengan peserta tender. 

Persekongkolan dilakukan dengan cara memberikan informasi tender yang 

menguntungkan kepada peserta tertentu. Selain itu, panitia tender juga 

membocorkan harga penawaran peserta lain kepada peserta tertentu tersebut. 

Tujuannya adalah untuk memenangkan peserta tertentu dengan harga yang telah 

disepakati bersama. 

Atas kasus tersebut, Majelis Komisi menyatakan dalam putusannya bahwa 

para terlapor telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa: 

Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam 

belas miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 
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KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), Menghukum Terlapor III, 

membayar denda sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta 

rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 

Bidang Persaingan Usaha), Memerintahkan Terlapor I untuk tidak melakukan 

tindakan diskriminatif dan/atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur 

atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak Terlapor 

menerima pemberitahuan Putusan KPPU, Memerintahkan Terlapor I untuk 

meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 

dan Klausul 38.3 dokumen Request for Proposal (RfP) perkara a quo dalam setiap 

pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I sejak Terlapor I menerima 

pemberitahuan Putusan KPPU, Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan 

dan/atau menyerahkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap selesai 

dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama 2 

(dua) tahun sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU, 

Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melaksanakan 

putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan 

hukum tetap (inkracht), Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan 

jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling 
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lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika 

mengajukan upaya hukum keberatan. 

Dengan demikian, persekongkolan yang dilakukan dalam Putusan KPPU 

Nomor 17/KPPU-L/2022 melanggar hak konstitusional warga negara untuk 

mendapatkan kepastian hukum yang adil. Pelaku persekongkolan telah 

memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan mengabaikan hak dan 

kepentingan peserta tender lainnya. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis 

penelitian hukum atau Skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS ATAS 

PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN 

PELAKSANAAN PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA 

TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III (STUDI PUTUSAN KOMISI 

PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

17/KPPU-L/2022). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan 

pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail 

Marzuki Tahap III dilakukan terhadap penyelenggaraan proyek? 
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2. Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 

17/KPPU-L/2022? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui praktik persekongkolan tender dalam pengadaan 

pekerjaan pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman 

Ismail Marzuki Tahap III dilakukan terhadap penyelenggaraan proyek. 

b. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU 

Nomor 17/KPPU-L/2022. 

2. Manfaat Penelitian: 

a. Manfaat Teoritis  

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum, 

khususnya bagi Masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, 

baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya para pelaku usaha dalam melakukan tender.  

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pelaku Usaha  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam 

memahami kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 
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Tahun 1999 pada Pasal 22 khususnya mengenai persekongkolan 

tender.  

b) Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dimana 

pemerintah sebagai tonggak roda pembangunan ekonomi terkhusus 

dibidang tender.  

c) Bagi KPPU  

Dengan penelitian ini akan bermanfaat bagi KPPU sebagai lembaga 

yang berwenang dalam penegakan dan pengawasan hukum anti 

monopoli dan persaingan usaha dalam melakukan penerapan hukum 

khususnya pada kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Pasal 22 persekongkolan tender. 

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kierangka t ieoritis m ierujuk pada p iengaturan b iebierapa asumsi, 

pandangan, m ietod ie, aturan, prinsip, dan p ienj ielasan s iebagai satu k iesatuan 

yang kohiesif, yang digunakan s iebagai dasar, r iefieriensi, dan panduan guna 

m iencapai targ iet dalam p ienielitian atau pienulisan.5 

a. Tieori P iendiekatan Rulie of Rieason 

 
5 Muhaiimin, M ieto idie Pien ielitia in Hukum, (Maita ira im: Ma ita ira im Univ iersity Pr iess, 2020), hail. 40. 
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P iendiekatan Rulie of Rieason adalah suatu p iendiekatan p ieny iel iesaian 

kasus yang digunakan ol ieh otoritas l iembaga piersaingan usaha untuk 

m iengievaluasi suatu tindakan bisnis dan m ienilai apakah tindakan itu 

m ielanggar p iersaingan yang s iehat atau tidak. Rumusan Undang-Undang 

yang biasa dipakai dalam p iendiekatan ini biasanya t ierkandung p iernyataan 

“yang dapat m iengakibatkan”, dan atau “patut diduga”. Kata-kata t iersiebut 

m ienyiratkan dip ierlukannya p ienielitian s iecara l iebih m iendalam tindakan 

pielaku bisnis t iert ientu. Dalam p iend iekatan Rulie of Rieason, piencari fakta 

harus m iempiertimbangkan dan m ienientukan apakah p ierbuatan t iersiebut 

m ienghambat p iersaingan diengan m ienunjukkan akibatnya t ierhadap p ielaku 

bisnis lain atau t ierhadap pieriekonomian umum.6 

P ienierapan p iend iekatan Rulie of Rieason harus m ielalui pros iedur 

piembuktian yang diawali diengan m ienientukan diefinisi riel ievant markiet. 

P ienilaian dan k ieputusan t ientang implikasi p iersaingan akibat tindakan 

bisnis, tiergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan b ientuk pasar t ierkait 

(thie riel ievant markiet). 

P ienierapan Rulie of Rieason m ierupakan pilihan yang t iepat dalam 

m ielakukan suatu tindakan p ienyielidikan d iemi t ierwujudnya kiesiejahtieraan 

umum. Analisis iekonomi dipierlukan untuk m ienientukan praktik t iert ientu 

yang m ienghambat atau m iendorong p iersaingan. Dalam pros ies 

 
6 Sieba istiain Po imp ie dkk. (iEdit.), Ikhtisa ir K ietientua in Hukum P iersa iinga in Usaiha i (Ja ikairta i: Th ie 

Indoin iesiai Nieth ierla inds Na itio ina il L iega il Riefo irm, 2010), hail. 272. 
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pienyielidikan itu, otoritas yang b ierwienang s iem iestinya m iengambil langkah 

yang akibatnya paling mienguntungkan (iefisi ien) bagi p ieriekonomian 

masyarakat luas.  

Mienurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam kons iep 

“Rulie of R ieason”, biebierapa bientuk tindakan p iersaingan usaha baru 

dianggap salah jika t ielah t ierbukti adanya akibat dari tindakan t iersiebut 

yang m ierugikan pielaku usaha lain atau p ieriekonomian nasional s iecara 

umum. Dalam p iendiekatan Rulie of R ieason mungkin saja dib ienarkan 

adanya suatu tindakan usaha yang anti p iersaingan, t ietapi m ienghasilkan 

suatu iefisi iensi yang m ienguntungkan konsum ien atau p ieriekonomian 

nasional pada umumnya. Siebaliknya, suatu tindakan usaha dapat dianggap 

salah, m ieskipun ditujukan untuk iefisi iensi t ietapi t iernyata dalam praktiknya 

m iengarah k iepada p ienyalahgunaan posisi dominan yang m ierugikan p ielaku 

usaha, konsum ien dan p ieriekonomian nasional umumnya. Hal s iepierti ini 

siering t ierjadi pada tindakan int iegrasi v iertikal yang dis iertai d iengan 

tindakan r iestriktif (mienghasilkan barri ies to ientry).7 Ol ieh karienanya, yang 

dip ientingkan dalam p iendiekatan Rulie of R ieason adalah unsur mat ierial dari 

pierbuatan. Dalam p iendiekatan Rulie of Rieason, pieniekanan utamanya pada 

akibat tindakan usaha (p iersaingan) t ierhadap p ielaku usaha lain dan 

t ierhadap p ieriekonomian nasional. Maka dari itu, untuk tindakan-tindakan 

 
7 Airus Aikba ir Silo indaiie da in Wira iwa in B. Ilya is, Po iko ik-Poikoik Hukum Bisnis (Ja ika irta i: Sa iliemba i 

iEmpait, 2011), hail. 164.   
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t iersiebut dalam substansi p iengaturannya dibutuhkan klausul kausalitas 

siepierti “yang dapat m iengakibatkan”, dan atau “patut diduga”.8 

P iendiekatan Rulie of R ieason m iemungkinkan p iengadilan atau 

otoritas b ierwienang m ielakukan int ierprietasi t ierhadap Undang-Undang. 

Int ierprietasi itu didasarkan pada tindakan p ielaku bisnis yang b iersifat 

m iencampuri, m iempiengaruhi atau bahkan m ienghambat pros ies piersaingan.9 

Dalam m ienyiel iesaikan kasus p iersaingan bisnis d iengan m ienggunakan 

piendiekatan Rulie of Rieason, pietugas yang b ierwienang m ienggunakan 

analisis iekonomi guna m iengietahui d iengan pasti, apakah tindakan p ielaku 

usaha t iert ientu m iemiliki implikasi n iegatif atas p iersaingan usaha dan 

pierlindungan konsum ien.  

 

b. Tieori Pendekatan Per se illegal 

Pendekatan dapat dikategorikan sebagai pendekatan posivistik. 

Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundangundangan; 

untuk menyatakan sebagai melanggar UU persaingan usaha atau tidak. 

Dalam pendekatan ini, akibat yang ditimbulkan dari tindakan bisnis 

pelaku bisnis tidak harus dibuktikan sebagai dasar dalam penilaian. Suatu 

tindakan bisnis dinilai berdasarkan kesesuainnya dengan peraturan 

 
8 Sya imsul Ma ia irif dain BC Rikrik Rizkiya inai, da ila im D iewi M ierya inti, Oip.Cit, hail. 53. 
9 Aindi Fa ihmi Lubis dain Ningrum Na ita isya i Sira iit ( iEdit), Oip. Cit., ha il. 66.   
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perundang-undangan. Dalam per se illegal, kata-kata yang dipakai adalah 

“dilarang”, “… yang dapat mengakibatkan …”10 

Kelebihan dalam pendekatan per se illegal adalah kemudahan dan 

kejelasan proses administrasi. Di samping itu, pendekatan ini memiliki 

kekuatan mengikat yang lebih tegas dan luas daripada yang tergantung 

pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. 

Penggunaan pendekatan ini memperpendek proses pelaksanaan suatu 

undang-undang. Per se illegal dianggap mudah karena hanya mengikuti 

identifikasi pelaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan illegal 

tersebut. Artinya tidak diperlukan lagi penyelidkan di pasar usaha.11 

Ada dua syarat dalam melakukan pendekatan per se illegal. 

Pertama, lebih terarah kepada pelaku bisnis daripada situsi pasar.12 

Metode pendekatan ini mempertimbangkan sengaja atau tidaknya tindakan 

pelaku bisnis. Kedua, adanya identifiikasi yang tepat atas jenis praktek 

atau batasan prilaku yang terlarang. Penilaian atas tindakan dari pelaku 

usaha baik di pasar maupun di pengadilan harus dapat ditentukan secara 

mudah.  

Penyelidikaan terhadap ketentuan hukum persaingan melalui 

pendekatan per se illegal lebih memberikan kepastian hukum. Jenis-jenis 

 
10 A. M. Tri Anggaraini, Penerapan Pendekatan”Rule of Reason” dan “Per Se Illegal” dalam 

Hukum Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender. (2005) 24:2 Jurnal Hukum Bisnis. 

hal. 5. 
11 Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), Op. Cit., hal. 60. 
12 Ibid, hal. 61. 
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persaingan usaha tidak sehat dirumuskan secara tegas dalam undang-

undang, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk 

mengetahui keabsahan suatu tindakan bisnis. Hal ini memungkinkan 

pelaku usaha dapat memprediksi sebuah tindakan bisnis agar dengannya 

terhindar dari gugatan para penegak hukum yang dapat mengakibatkan 

kerugian yang banyak. Dalam arti kepastian bisnis, pendekatan per se 

illegal sangat dibutuhkan. 

 

c. Teori Keadilan 

Tieori kieadilan dinyatakan s iebagai t ieori d iengan tindakan b ienar 

apabila m ienyientuh rasa k ieadilan, p iem iegang k iekuasaan s iering dihadapkan 

pada masa k iebienaran yang adil, namun hal ini s ienantiasa m iengandung 

subj iektivitas, k iebienaran s ielalu rielatif dan amat t iergantung pada p iembieri 

kieputusan, sayangnya hal ini s iering disimpangkan, hingga lahir r iekayasa 

kiebienaran.13 

Dalam bierbagai lit ieratur hukum banyak t ieori-t ieori yang b ierbicara 

m iengienai k ieadilan. Salah satu diantara t ieori k ieadilan itu adalah t ieori ietis, 

m ienurut t ieori ini hukum s iemata-mata b iertujuan kieadilan. Isi hukum 

dit ientukan ol ieh kieyakinan yang ietis t ientang yang adil dan tidak adil. 

Hukum m ienurut t ieori ini b iertujuan untuk m ieriealisir atau m iewujudkan 

kieadilan. P iemikiran filsafat t ientang k ieadilan ini, t ierutama yang dipandang 

 
13  iEndraiswa ira i, 2010, Filsa ifa it Ilmu, Yoigyaika irta i: CAiPS, ha il. 9. 
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dari sudut filsafat hukum, siesuai diengan sudut pandang t ieori t ientang tiga 

lapisan ilmu hukum yang m ieliputi dogmatik hukum, tieori hukum dan 

filsafat hukum, sangat b iermanfaat juga pada akhirnya bagi praktik hukum. 

Mielalui p iemikiran yang m iendasar t ientang apa yang m ienjadi hak yang 

t ielah m ienjadi buah p iemikiran, dari b iebierapa ahli filsafat mulai dari 

Aristot iel ies sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat dis iediakan r iefieriensi 

bagi piengambil k ieputusan untuk m iengarahkan dan m ienjalankan fungsi 

piengaturan dalam praktik hukum.14 

Pandangan lain t ientang tieori k ieadilan ada pada John Rawls 

m iengiemukakan suatu id ie dalam bukunya A Th ieory of Justicie bahwa t ieori 

kieadilan m ierupakan suatu m ietod ie untuk m iempielajari dan m ienghasilkan 

kieadilan. Ada pros iedur-prosiedur bierfikir untuk m ienghasilkan kieadilan. 

Pada prinsipnya tujuan dari hukum adalah k ieadilan ol ieh kariena itu 

siegala tindak tanduk pada suatu k iesiepakatan yang dicapai adalah k ieadilan 

atau rasa k ieadilan, sifat rasa adil dianggap s iebagai bagian kosnstitutif 

hukum adalah kar iena hukum dipandang s iebagai tugas ietis manusia di 

dunia ini, artinya manusia wajib m iembientuk hidup b iersama yang baik 

diengan m iengaturnya s iecara adil.15  

 

 
14  Jo iha in Naisutio in, Ba ihd ier, Ma ika ila ih Ka ijia in Filo iso ifis tienta ing hukum dain K iea idila in da iri 

Piemikira in Kla isik sa impa ii p iemikira in Moid iern, hail. 15. 
15  Ghoifur Ainsho iri, Aibdul, 2006, Filsa ifait Hukum, Sieja ira ih, Ailira in, dain P iema iknaia in, 

Yo igyaika irta i: Ga idja ih Ma idai Unv iersity. Pr iess, ha il. 46.  
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2. Kierangka Kons ieptual 

P ien ielitian ilmiah harus b ierlandaskan dari suatu kons iep s iebagai dasar 

dan m ienielaah p iembahasan yang dikaji. Konsiep siendiri m ierupakan suatu 

ringkasan cierita dari suatu k ierangka b ierfikir, yaitu dis iebut diengan d iefinisi 

opierasional. Dalam rangka kons ieptual diungkapkan b iebierapa k ierangka 

bierfikir guna dasar s iebagai suatu p ien ielitian. Adapun kons iep-kons iep yang 

akan digunakan dalam p ienielitian ini adalah s iebagai b ierikut: 

a. P iersiekongkolan 

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 m iendiefinisikan 

P iersiekongkolan atau juga dis iebut s iebagai konspirasi usaha adalah s iebagai 

bientuk k ierja sama yang dilakukan ol ieh pielaku usaha d iengan p ielaku usaha 

lain diengan maksud untuk m ienguasai pasar b iersangkutan bagi 

kiepientingan p ielaku usaha yang b iersiekongkol. 

b. Tiendier 

Tiendier adalah tawaran m iengajukan harga t ierbaik untuk m iemb ieli atau 

m iendapatkan barang dan atau jasa, atau m ienyiediakan barang dan atau 

jasa, atau m ielaksanakan suatu p iekierjaan.16 

c. P iersiekongkolan Tiendier 

P iersiekongkolan T iendier adalah k ierjasama antara dua pihak atau l iebih, 

siecara t ierang-t ierangan maupun diam-diam mielalui tindakan pieny iesuaian 

 
16 Piedo imain T ienta ing Laira ingain Piersieko ingkoila in Da ila im T iendier Bierda isa irka in UU Noi 5 Ta ihun 

1999 Tienta ing Laira inga in pra iktik Moino ipoili da in Piersa iinga in Usa iha i Tida ik Siehait, ha il. 11.  



19 
 

 
 

dan atau m iembandingkan dokum ien t iendier s iebielum p ienyierahan dan atau 

m ienciptakan p iersaingan s iemu dan atau m ienyietujui dan atau m iemfasilitasi 

dan atau tidak m ienolak m ielakukan suatu tindakan m ieskipun m iengietahui 

atau s iepatutnya m iengietahui bahwa tindakan t iersiebut dilakukan untuk 

m iengatur dalam rangka m iem ienangkan p iesierta t iendier tiert ientu.17 

d. P iengadaan P iekierjaan 

B ierdasarkan P ieraturan Priesid ien R iepublik Indon iesia Nomor 54 Tahun 

2010 P iengadaan barang dan jasa m ierupakan kiegiatan untuk m iempierolieh 

barang atau jasa ol ieh Kiem ient ierian/L iembaga/Satuan K ierja P ierangkat 

Daierah/Institusi lainnya yang pros iesnya dimulai dari p ieriencanaan 

kiebutuhan sampai dis iel iesaikannya s ieluruh k iegiatan untuk m iempierolieh 

barang/jasa. 

e. R ievitalisasi Proy iek 

Mienurut P ieraturan M ient ieri P iekierjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 

t ientang P iedoman R ievitalisasi Kawasan, R ievitalisasi adalah upaya untuk 

m ieningkatkan nilai lahan/kawasan m ielalui piembangunan k iembali dalam 

suatu kawasan yang dapat m ieningkatkan fungsi kawasan s ieb ielumnya 

(Pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang m iemiliki fungsi utama 

lindung atau budi daya (pasal 1 ayat 4). 

f. Pusat K iesienian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) 

 
17 Ibid, hail. 12. 
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Taman Ismail Marzuki m ierupakan salah satu landmark utama Kota 

Jakarta. T iempat yang m iemiliki nama l iengkap “Pusat Kiesienian Jakarta 

Taman Ismail Marzuki” ini mienjadi simbol ieksistiensi Jakarta s iebagai 

pusat p ierkiembangan s ieni dan budaya di Indon iesia. Diriesmikan pada 10 

Noviemb ier 1968, PKJ TIM s iecara rutin m ienjadi t iempat pienyiel ienggaraan 

bierbagai acara k iesienian, antara lain p iem ientasan musik, film, wayang, 

pagielaran tari, drama, s ierta pam ieran lukisan. 

g. Komisi Piengawas P iersaingan Usaha (KPPU)  

Komisi Piengawas P iersaingan Usaha atau KPPU adalah komisi yang 

dib ientuk untuk m iengawasi p ielaku usaha dalam m ienjalankan k iegiatan 

usahanya agar tidak m ielakukan monopoli dan/atau p iersaingan usaha tidak 

siehat.18 

 

E. Mietodie Penielitian 

1. Jienis P ienielitian 

P ien ielitian ini m ierupakan p ienielitian hukum s iecara yuridis normatif, 

yang dis iebut juga s iebagai p ienielitian p ierpustakaan atau studi dokumien kariena 

 
18 Undaing-Undaing Noimo ir 5 Taihun 1999, Ba ib 1, Paisa il 1 a ingka i 18 
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pienielitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada p ieraturan-pieraturan yang 

t iertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.19 

 

2. Mietod ie P iend iekatan 

a. P iendiekatan Undang-Undang 

Mienurut Bahd ier Johan Nasution bahwa m ietod ie piendiekatan 

Undang-Undang atau statut ie approach dan s iebagian ilmuwan hukum 

m ienyiebutnya diengan piendiekatan yuridis yaitu pienielitian t ierhadap 

produk-produk hukum. 20  Dalam p ienielitian ini p ienulis m iempielajari 

pieraturan p ierUndang-Undangan yang b ierkaitan d iengan masalah dalam 

putusan p iersaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tientang Larangan Praktik Monopoli dan P iersaingan Usaha Tidak S iehat, 

sierta yang b ierkaitan diengan pokok p iermasalahan yang akan dit ieliti. 

b. P iendiekatan Kasus  

P iendiekatan kasus adalah p iendiekatan yang dilakukan d iengan cara 

m ielakukan t ielaah t ierhadap kasus yang b ierkaitan d iengan isu yang 

dihadapi yang t ielah mienjadi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022. 

c. P iendiekatan Kons ieptual  

P iendiekatan kons ieptual yaitu p ienielitian t ierhadap kons iep-konsiep 

hukum siepierti, sumb ier hukum, fungsi hukum, l iembaga hukum, dan 

 
19 So iierjo inoi So iieka intoi da in Sri Ma imudji, P ien ielitia in Hukum No irma itif, Ra ija i Gra ifindo i Piersa ida i, 

Ja ika irta i, 2004, hail. 14. 
20 Ba ihd ier Jo ihain Na isutio in, M ietoid ie Pien ielitia in Hukum, Ma indair Ma iju, Ba indung, 2008. 
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siebagainya. Kons iep hukum ini bierada pada tiga ranah atau tataran s iesuai 

diengan tingkatan ilmu hukum itu s iendiri yaitu, tataran ilmu hukum 

dogmatik kons iep hukumnya konsiep umum, tataran filsafat hukum kons iep 

hukumnya kons iep dasar.21 Yang pienulis harapkan agar dapat m ienielaah, 

m iengid ientifikasi s ierta m ienganalisis kons iep-konsiep hukum dan asas-asas 

hukum yang b ierkaitan d iengan isu hukum yang p ienulis bahas dalam 

pienulisan Skripsi ini. 

3. P iengumpulan Bahan Hukum  

Bahan hukum yang digunakan dalam p ienielitian ini adalah data 

siekundier yang dip ierolieh dari sumb ier-sumb ier s iepierti lit ieratur, buku, 

publikasi ilmiah, artik iel, sumb ier informasi onlin ie, pieraturan p ierUndang-

Undangan, s ierta dokum ien arsip yang riel ievan t ierkait d iengan subj iek p ienielitian 

yang siedang dit ieliti ol ieh pienulis22 antara lain: 

a. Bahan Hukum Prim ier  

Yaitu data utama yang b ierkaitan d iengan masalah yang dibahas 

dalam P iersiekongkolan Tiendier Tierkait P iengadaan P iekierjaan P ielaksanaan 

Proyiek R ievitalisasi Pusat K iesienian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap 

III yang b ierkaitan d iengan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 T ientang Larangan Praktik 

 
21 Ibid. 
22 Mukti Fa ija ir da in Yulia into i Aichma id, Duailism ie P ien ielitia in Hukum-Noirmaitif da in iEmpiris, 

(Yo igyaika irta i, Pusta ika i Piela ija ir, 2015), hail. 34. 
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Monopoli dan Piersaingan Usaha Tidak S iehat, s ierta p ieraturan p ierUndang-

Undangan yang riel ievan d iengan pienulisan Skripsi ini.  

b. Bahan Hukum S iekundier  

Yaitu data p iendukung yang b ierkaitan d iengan masalah yang 

dibahas dalam Skripsi ini. Siepierti buku, litieratur, jurnal hukum, miedia 

int ierniet dan bahan lain yang b ierkaitan d iengan pokok p iembahasan 

pienielitian Skripsi ini.  

 

c. Bahan Hukum T iersiier  

Yaitu bahan-bahan yang m iembierikan informasi atau p ienj ielasan 

t ientang bahan hukum prim ier dan bahan hukum s iekundier, s iepierti kamus 

hukum, kamus b iesar bahasa indon iesia (KBBI) dan lain s iebagainnya. 

 

4. Analisis Bahan Hukum  

Tieknik p iengolahan data yang digunakan p ienieliti adalah d iengan 

m iengolah data s iediemikian rupa s iehingga data dan b ieban hukum t iersiebut 

t iersusun s iecara runtut, sist iematis s iehingga akan m iemudahkan pienieliti dalam 

m ielakukan analisis.23 

Pertama, data tersebut diklasifikasikan sesuai pembahasan yang 

menjadi fokus penelitian. Kedua, diuraikan dan dijelaskan fokus penelitian 

 
23 Mukti Fa ija ir Nur D iewa inta i dain Yulia intoi Aihma id, Duailism ie Pien ielitia in Hukum Noirma itif da in 

iEmpiris (Ja ika irta i:Pusta ika i Piela ija ir, 2010), hail, 180. 
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tersebut berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, 

penjelasan tersebut dievaluasi atau dinilai berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku.  

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Skripsi ini penulis susun sebagai suatu rangkaian 

yang sistematis yang mana setiap bagian-bagiannya mempunyai kaitan erat satu 

sama lainnya, dengan demikian untuk memperoleh gambaran dan mempermudah 

pembaca mengenai isi dan pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini, dan pada 

tiap-tiap bab dalam sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi uraian mengenai tentang tinjauan pustaka yang berisikan 

tinjauan umum tentang Persekongkolan, Tender, Persekongkolan Tender, 

Pengadaan Pekerjaan, Revitalisasi Proyek, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail 

Marzuki (PKJ TIM) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).  

BAB III : FAKTA/OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai fakta-fakta hukum serta objek penelitian 

dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022, tentang Persekongkolan Tender 



25 
 

 
 

Terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian 

Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III. 

BAB IV : ANALISIS YURIDIS  

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari 

penelitian yang telah dilakukan. Di dalam bab ini diuraikan analisis Putusan 

KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022, tentang Persekongkolan Tender Terkait 

Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta 

Taman Ismail Marzuki Tahap III dan hasil analisis dari rumusan masalah pada 

skripsi. 

BAB V : PENUTUP  

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan ini 

diperoleh dari pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang 

diberikan oleh penulis sebagai bentuk hasil pemikiran atas permasalahan yang 

diteliti. 


